





A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 
Penelitian yang dilakukan oleh (Jermias, 2016) tentang Analisa Sistem 
Informasi Akuntansi Gaji dan Upah  pada  PT. Bank Sinarmas Tbk. Manado, 
menyimpulkan bahwa sistem akuntansi yang diterapkan oleh PT. Bank 
Sinarmas Tbk Manado dapat dikatakan baik dan efektif. Namun masih 
terdapat kelemahan yaitu manajemen perusahaan kurang melakukan 
pengawasan pada bagian pembuat daftar gaji. 
Penelitian yang dilakukan oleh (Indrawan et al., 2017) tentang Analisis 
Sistem Pengendalian Intern pada Penggajian Karyawan PT. PLN (Persero) 
area Bali Utara, menyimpulkan bahwa sistem akuntansi pada PT. PLN 
(Persero) area Bali Utara sudah efektif, namun masih terdapat beberapa 
kelemahan yaitu tidak ada pengawasan mengenai proses pengisian absen, 
sehingga karyawan mudah untuk memanipulasi jam hadir, dokumen yang 
akan dimasukkan ke dalam sistem tidak dilakukan pengecekan, perusahaan 
tidak mencadangkan dokumen penggajian secara manual. 
Penelitian yang dilakukan oleh (Kudmas, 2017) tentang Analisis Sistem 
Informasi Akuntansi Penggajian dalam Rangka Meningkatkan Pengendalian 
Intern pada CV. Bintang Tex Indonesia, menyimpulkan bahwa sistem 
akuntansi penggajian masih terdapat beberapa kelemahan yang perlu diperbaiki. 
Kelemahan tersebut yaitu terjadi perangkapan fungsi pada bagian keuangan yang 




bertugas membuat laporan keuangan dan mencatat setiap transaksi yang terjadi 
di dalam perusahaan. 
Penelitian yang dilakukan oleh (Fibriyanti, 2017) tentang Analisis 
Sistem Informasi Akuntansi Penggajian dalam Rangka Efektivitas 
Pengendalian Internal Perusahaan pada PT. Populer Sarana Medika Surabaya 
menyimpulkan bahwa secara keseluruhan sistem penggajian pada PT. 
Populer Sarana Medika belum efektif, karena masih terdapat kelemahan yaitu 
adanya terjadi perangkapan fungsi pada bagian keuangan karena pada bagian 
akuntansi bertugas sebagai pencatat waktu hadir, pembuat daftar gaji dan juga 
melaksanakan pembayaran gaji  karyawan. 
Penelitian yang dilakukan oleh (Faishol, 2017) tentang Analisis 
Efektifitas Sistem Informasi Akuntansi Penggajian Karyawan pada CV. 
Gunung Dono Putra, menyimpulkan bahwa sistem akuntansi penggajian 
belum efektif, karena tidak terdapat bagian akuntansi untuk mencatat 
kewajiban yang berhubungan dengan pembayaran gaji karyawan. 
Kesimpulan dari penelitian sebelumnya yaitu banyak perusahaan yang 
sistem informasi akuntansi penggajiannya masih lemah. Hal ini dapat dilihat 
dari 5 (lima) hasil penelitian diatas yaitu 2 (dua) diantaranya berjalan baik, 
dan 3 (tiga) diantaranya masih belum berjalan baik. Dikatakan belum berjalan 
baik dapat dilihat dari sistem informasi yang belum memenuhi unsur-unsur 
penggajian yang efektif, kurangnya pengawasan dari manajemen perusahaan 
(Jermias, 2016), tidak ada pengawasan mengenai proses pengisian absensi 
karyawan (Indrawan et al., 2017), terjadi perangkapan fungsi pada bagian 




(Fibriyanti, 2017), tidak terdapat bagian akuntansi untuk mencatat kewajiban 
yang berhubungan dengan pembayaran gaji karyawan (Faishol, 2017). 
B. Tinjauan Pustaka 
1. Sistem Informasi Akuntansi  
Menurut Mulyadi (2016:3) Sistem akuntansi adalah organisasi 
formulir, catatan dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk 
menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen 
dalam pengelolaan. Sedangkan menurut Romney dan Steinbart (2015) 
Sistem informasi akuntansi adalah sistem yang digunakan untuk 
mengumpulkan, mencatat, menyimpan dan mengolah data untuk 
menghasilkan suatu informasi untuk pengambilan keputusan. Sistem 
akuntansi saling berkaitan yang meliputi orang, prosedur dan instruksi 
data perangkat lunak, infrastruktur teknologi akuntansi. Dengan demikian 
maka perlu adanya tanggungjawab yang jelas agar tercipta keteraturan 
dalam suatu sistem. 
2. Penggajian 
Menurut Mulyadi (2016) Gaji merupakan pembayaran atas 
penyerahan jasa yang dilakukan oleh karyawan yang mempunyai jenjang 
jabatan manajer, sedangkan upah umumnya merupakan pembayaran atas 
penyerahan jasa yang dilakukan oleh karyawan pelaksana (buruh). 
Umumnya gaji dibayarkan secara tetap per bulan. Menurut Romney dan 
Steinbart (2005) Sistem akuntansi penggajian adalah rangkaian aktivitas 
bisnis berulang dan operasional pemrosesan data terkait yang 




3. Tujuan Sistem akuntansi 
Menurut Mulyadi (2016:15) terdapat empat tujuan umum 
pengembangan sistem akuntansi yaitu: 
a. Untuk menyediakan informasi bagi pengelolaan kegiatan usaha baru. 
b. Untuk memperbaiki informasi yang di hasilkan oleh sistem yang 
sudah ada, baik mengetahui mutu, ketetapan penyajian, maupun 
struktur informasinya. 
c. Untuk memperbaiki pengendalian akuntansi dan pengecekan intern, 
yaitu untuk memperbaiki tingkat keandalan (realibility) informasi 
akuntansi dan menyediakan catatan lengkap mengenai 
pertanggungjawaban dan perlindungan perusahaan. 
d. Untuk mengurangi biaya klerikal dalam penyelenggaraan catatan 
akuntansi. 
4. Fungsi-fungsi yang Terkait 
Sistem akuntansi penggajian melibatkan beberapa fungsi dengan 
harapan tidak terjadi penumpukan tugas atau hanya terpusat pada salah 
satu bagian saja. Menurut Mulyadi (2016:317) Berbagai fungsi yang 
terkait dengan sistem akuntansi penggajian adalah sebagai berikut: 
a. Fungsi Personalia, fungsi ini bertanggung jawab untuk mencari 
karyawan baru, menyeleksi calon karyawan, memutuskan 
penempatan karyawan baru, membuat surat keputusan tarif gaji 
karyawan, kenaikan pangkat dan golongan gaji, mutasi karyawan, 




kepegawaian berada ditangan bagian kepegawaian, dibawah 
Departemen Personalia dan Umum. 
b. Fungsi Pencatatan Waktu, fungsi ini bertanggung jawab untuk 
menyelenggarakan catatan waktu hadir bagi semua karyawan 
perusahaan. Sistem pengendalian intern yang baik mensyaratkan 
tugas pencatatan waktu hadir karyawan tidak boleh dilaksanakan 
oleh fungsi operasi atau fungsi pembuat daftar gaji. Dalam struktur 
organisasi, fungsi pencatatan waktu berada di tangan Pencatat waktu, 
di bawah Departemen Personalia dan Umum. 
c. Fungsi Pembuat Daftar Gaji, fungsi ini bertanggung jawab untuk 
membuat daftar gaji yang berisi penghasilan bruto yang menjadi hak dan 
berbagai potongan yang menjadi beban setiap karyawan selama jangka 
waktu pembayaran gaji. Daftar gaji diserahkan oleh fungsi pembuat bukti 
kas keluar yang dipakai sebagai dasar untuk pembayaran gaji kepada 
karyawan. Dalam struktur organisasi, fungsi pembuat daftar gaji berada 
di tangan Bagian Gaji, di bawah Departemen Personalia dan Umum. 
d. Fungsi Akuntansi, dalam sistem penggajian, fungsi akuntansi 
bertanggung jawab untuk menjawab kewajiban yamg timbul dalam 
hubungan dengan pembayaran gaji karyawan (misalnya utang gaji 
karyawan, utang pajak dan utang dana pensiun). Dalam struktur 
organisasi, fungsi akuntansi penggajian berada di tangan Bagian 
Utang, Bagian Kartu Biaya, dan Bagian Jurnal. 
1) Bagian Utang, bagian ini memegang fungsi pencatatan utang 




jawab untuk memproses pembayaran gaji seperti yang tercantum 
dalam daftar gaji. Bagian ini menerbitkan bukti kas keluar yang 
memberi otorisasi kepada fungsi pembayaran gaji untuk 
membayarkan gaji kepada karyawan seperti yang tercantum 
dalam daftar gaji tersebut. 
2) Bagian Kartu Biaya, bagian ini memegang fungsi akuntansi 
biaya yang dalam sistem informasi akuntansi penggajian 
bertanggung jawab untuk mencatat distribusi biaya ke dalam 
kartu harga pokok produk dan kartu biaya berdasarkan rekap 
dafar gaji dan kartu jam kerja. 
3) Bagian Jurnal, bagian ini memegang fungsi pencatatan jurnal 
yang bertanggung jawab untuk mencatat biaya gaji dalam jurnal. 
e. Fungsi Keuangan, fungsi ini bertanggung jawab untuk mengisi cek 
guna pembayaran gaji dan menguangkan cek tersebut ke bank. Uang 
tunai tersebut kemudian dimasukkan ke dalam amplop gaji setiap 
karyawan, untuk selanjutnya dibagikan kepada karyawan yang 
berhak. Dalam struktur organisasi, fungsi keuangan berada di Bagian 
Kassa. 
5. Dokumen yang Digunakan dalam Sistem Penggajian dan Pengupahan 
Dokumen-dokumen yang dibutuhkan oleh manajemen dari kegiatan 
penggajian dan pengupahan menurut (Mulyadi, 2016) adalah: 
a. Dokumen Pendukung Perubahan Gaji dan Upah. 
Dokumen-dokumen ini umumnya dikeluarkan oleh fungsi 




karyawan, seperti misalnya surat keputusan pengangkatan karyawan 
baru, kenaikan pangkat, perubahan tarif upah, penurunan pangkat, 
pemberhentian sementara dari pekerjaan (skorsing), pemindahan, 
dan lain sebagainya.  
b. Kartu Jam Hadir. 
Dokumen ini digunakan oleh fungsi pencatat waktu untuk 
mencatat jam hadir setiap karyawan di perusahaan. Catatan jam 
hadir karyawan ini dapat berupa daftar hadir biasa, dapat pula 
berbentuk kartu hadir yang diisi dengan mesin pencatat waktu. 
c. Daftar Gaji 
Dokumen ini berisi jumlah gaji setiap karyawan, dikurangi 
potongan-potongan berupa PPh Pasal 21, utang karyawan, iuran 
untuk organisasi karyawan, dan lain sebagainya. 
d. Rekap Daftar Gaji 
Dokumen ini merupakan ringkasan gaji per departemen, yang 
dibuat berdasarkan daftar gaji dan upah. Dalam perusahaan yang 
produksinya berdasarkan pesanan. Distribusi biaya tenaga kerja ini 
dilakukan oleh fungsi akuntansi biaya dengan dasar rekap daftar gaji  
e. Surat Pernyataan Gaji 
Dokumen ini dibuat oleh fungsi pembuat daftar gaji. Dokumen 
ini dibuat sebagai catatan bagi setiap karyawan mengenai rincian gaji 
yang diterima setiap karyawan beserta berbagai potongan yang 





f. Amplop Gaji. 
Uang gaji karyawan diserahkan kepada setiap karyawan dalam 
amplop gaji. Di halaman muka amplop gaji dan upah setiap 
karyawan ini berisi informasi mengenai nama karyawan, nomor 
identifikasi karyawan dan jumlah gaji bersih yang diterima karyawan 
dalam bulan tertentu. 
g. Bukti Kas Keluar. 
Dokumen ini merupakan perintah pengeluaran uang yang 
dibuat oleh fungsi akuntansi kepada fungsi keuangan, berdasarkan 
informasi dalam daftar gaji dan upah yang diterima dari fungsi 
pembuat daftar gaji 
Menurut Romney dan Steinbart (2015) Dokumen yang digunakan 
dalam sistem akuntansi pokok yang digunakan untuk melaksanakan 
penggajian yaitu: 
a. Akun kliring penggajian, sebuah akun buku besar umum yang 
digunakan untuk mengecek keakuratan dan kelengkapan pencatatan 
biaya penggajian dan alokasi selanjutnya terhadap pusat biaya yang 
sesuai. 
b. Kartu waktu, sebuah dokumen yang mencatat waktu kedatangan dan 
keberangkatan pegawai untuk setiap giliran (shift) kerja. 
c. Lembar waktu, sebuah tampilan layar entri data (atau dokumen 
kertas) yang digunakan oleh para profesional yang digaji untuk 
mencatat lamanya waktu yang dihabiskan dalam melakukan berbagai 




d. Daftar potongan, sebuah laporan yang mencantumkan potongan-
potongan sukarela lainnya dari setiap pegawai. 
e. Laporan pendapatan, sebuah laporan yang mencantumkan jumlah 
gaji kotor, potingan, dan jumlah gaji bersih untuk peroiode terkini 
dan total year-to-date untuk setiap kategori. 
f. Daftar penggajian, sebuah daftar data penggajian untuk setiap 
pegawai pada satu periode penggajian. 
6. Catatan Akuntansi yang Digunakan 
Menurut Mulyadi (2016:317), catatan akuntansi yang digunakan 
dalam sistem penggajian meliputi: 
a. Jurnal Umum, digunakan utuk mencatat distribusi biaya tenaga kerja 
dalam tiap departemen dalam perusahaan. 
b. Kartu Harga Pokok Produk, catatan ini digunakan untuk mencatat 
upah tenaga kerja langsung yang dikeluarkan untuk pesanan tertentu. 
c. Kartu Biaya, catatan ini dipergunakan untuk mencatat biaya tenaga 
kerja tidak langsung dan biaya tenaga kerja nonproduksi setiap 
departemen dalam perusahaan. Sumber informasi untuk pencatatan 
dalam kartu biaya ini adalah bukti memorial. 
d. Kartu Penghasilan Karyawan, catatan mengenai penghasilan dan 
berbagai potongan yang diterima oleh setiap karyawan. Informasi 
dalam kartu penghasilan karyawan ini dipakai sebagai dasar 
perhitungan PPh pasal 21, dan juga digunakan untuk tanda terima 
gaji dan upah karyawan dengan ditandatangani kartu tersebut oleh 




7. Jaringan Prosedur yang membentuk sistem 
Menurut Mulyadi (2016:319), prosedur yang digunakan dalam 
sistem penggajian terdiri dari jaringan prosedur berikut ini: 
a. Prosedur pencatatan waktu hadir 
b. Prosedur pembuatan daftar gaji 
c. Prosedur distribusi biaya gaji 
d. Prosedur pembuatan bukti kas keluar 
e. Prosedur pembayaran gaji 
8. Pengertian Sistem Pengendalian Intern 
Menurut Mulyadi (2016:129) sistem pengendalian intern meliputi 
struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang di koordinasikan untuk 
menjaga aset organisasi, mengecek ketelitian dan kedalaman data akuntansi, 
mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan menajemen. 
9.  Tujuan Sistem Pengendalian Internal 
Menurut Mulyadi (2016:140) tujuan sistem pengendalian internal 
adalah untuk menjaga aset perusahaan, mengecek ketelitian dan 
kedalaman data akuntansi, mendorong efisiensi, serta mendorong 
dipatuhinya kebijakan manajemen.  
10. Unsur Sistem Pengendalian Intern 
Menurut Mulyadi (2016:130), unsur sistem pengendalian intern 
sebagai berikut: 
a. Struktur organisasi memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas. 




tanggung jawab fungsional kepada unit-unit organisasi yang dibentuk 
untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pokok perusahaan. 
1) Harus dipisahkan fungsi-fungsi operasi dan penyimpanan dari 
fungsi akuntansi. Fungsi operasi adalah fungsi yang memiliki 
wewenang untuk melaksanakan suatu kegiatan (misalnya 
pembelian) 
2) Suatu fungsi tidak boleh diberi tanggung jawab penuh untuk 
melaksanakan semua tahap suatu transaksi. 
b. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan 
perlindungan yang cukup terhadap aset, utang, pendapatan, dan beban. 
Dalam organisasi, setiap transaksi hanya terjadi atas dasar otorisasi 
dan pejabat yang memiliki wewenang yang menyetujui terjadinya 
transaksi tersebut. Oleh karena itu, dalam organisasi harus dibuat 
sistem yang mengatur pembagian wewenang untuk otorisasi atas 
terlaksananya setiap transaksi. Prosedur pencatatan yang baik yang 
baik akan menjamin data yang direkam dalam formulir dicatat dalam 
catatan akuntansi dengan tingkat ketelitian dan keandalannya 
(reliability) yang tinggi, seehingga pada akhirnya prosedur pencatatan 
yang baik akan menghasilkan informasi yang teliti dan dapat 
dipercaya mengenai aset, utang, pendapatan, dan beban suatu 
organisasi. 
c. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit 
organisasi. Pembagian tanggung jawab fungsional dan sistem wewenang 




dengan baik jika tidak diciptakan cara-cara untuk menjamin praktik yang 
sehat dalam pelaksanaanya. Adapun cara-cara yang umumnya ditempuh 
oleh perusahaan dalam menciptakan praktik yang sehat adalah: 
1) Penggunaan formulir bernomor urut tercetak yang pemakaiannya 
harus dipertanggung jawabkan oleh yang berwenang. Formulir 
merupakan alat untuk memberikan otorisasi terlaksananya transaksi 
sehingga penegendalian pemakaiannya dengan menggunakan nomor 
urut tercetak, akan dapat menetapkan pertanggungjawaban 
terlaksananya transaksi. 
2) Pemeriksaan mendadak (surpriset audit). Pemeriksanaan mendadak 
dilaksanakan tanpa pemberitahuan terlrbih dahulu kepada pihak yang 
akan diperiksa, dengan jadwal yang tidak teratur. Jika dalam suatu 
organisasi dilaksanakan pemerikasaan mendadak terhadap 
kegiatankegiatan pokoknya, hal ini akan mendorong karyawan 
melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. 
3) Setiap transaksi tidak boleh dilaksanakan dari awal sampai akhir oleh 
satu orang atau satu unit organisasi, tanpa ada campur tangan dari 
orang atau unut organisasi lain. Karena setiap transaksi dilaksanakan 
dengan campur tangan dengan pihak lain, segingga terjadi internal 
check terhadap pelaksanaan tugas setiap unit organisasi yang terkait, 
maka setiap unit organisasi akan melaksanakan praktik yang sehat 
dalam pelaksanaan tugasnya. 
4) Peraturan jabatan (job retation). Perputaran jabatan yang diadakan 




melaksanakan tugasnya, sehingga persekongkolan di antara mereka 
dapat dihindari. 
5) Keharusan pengambilan cuti bagi karyawan yang berhak. Karyawan 
kunci perusahaan diwajibkan mengambil cuti yang menjadi haknya. 
Selama cuti, jabatan karyawan yang bersangkutan digantikan untuk 
sementara oleh pejabat lain, sehingga seandainya terjadi kecurangan 
dalam departemen yang bersangkutan, diharapkan dapat diungkap 
oleh pejabat yang menggantikan sementaran tersebut. 
6) Secara periodik diadakan pencocokan fisik aset dangan catatannya. 
Untuk menjaga aset organisasi dan mengecek ketelitian dan keadaan 
catatan akuntansinya, secara periodik harus diadakan pencocoka atau 
rekonsiliasi antara aset secara fisik dengan catatan akuntansi atas aset 
tersebut. 
7) Pembentukan unit organisasi yang bertugas untuk mengecek 
efektifitas unsur-unsur sistem penegndalian intern yang lain. Unit 
organisasi ini disebut satuan pengawas intern atau staf pemeriksa 
intern (SPI). 
d. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya. 
Unsur mutu karyawan merupakan unsur sistem pengendalian 
internal yang paling penting. Jika perusahaan memiliki karyawan 
yang kompeten dan jujur, unsur pengendalian yang lain dapat 
dikurangi sampai batas minimun, dan perusahaan tetap mampu 












Gambar 2.1 Flowchart Sistem Informasi Akuntansi (Mulyadi, 2016) 
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KPK = Kartu Penghasilan Karyawan 
KHJ = Kartu Jam Hadir 
RDG = Rekap Daftar Gaji 
SPG = Surat Pernyataan Gaji 
DG = Daftar Gaji 
T = Diarsipkan Menurut Tanggal 
A = Diarsipkan Menurut Abjad 
BKK = Bukti Kas Keluar 
N = Diarsipkan Menurut Nomor Cetak 
DU = Daftar Upah 
RDU = Rekap Daftar Upah 
SPU = Surat Pernyataan Upah 
 
